BUPAT! BUTON TENGAH

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
- PERKOTAAN ‘




[

®

113

Y

BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN.

PERKOTAAN

DEN_GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

vienimbang :

weng'iﬁ'gat :

BUPATI BUTON TENGAH,

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-

"Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan RetribusiDaerah, Pajak Bumi dan Bangunan

perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis

" Pajak Kabupaten/ Kota;
.'bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Ur'dang Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan derigan
Peraturan Dasrah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan .

Perdesaan dan Perkotaan:;

."Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara, Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
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2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana

‘telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang-
Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti -
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentaiig

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor-
6 Tahun 1933 tentang Ketentuan Umum dan Tata -

Cara Pemajakan menjadi Undang-Undang
(Lzmbaran Negara Republik Indonesia Tahinr
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4353);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1987 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, Tambahan Lembaran .Negara Repubiik
Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lemibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4189);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan .
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286), s :

. Undang-Undang Nomo_rhi""3§ Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Ncmor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara. Republik Indonesia Tahun 2009- Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

."Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah (Lambaran = Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Ungang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negera

Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
5679);
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

11.Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005

tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah’
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578),

12. Karena pembagian urusan pemerintahan telah
diatur dalam Undang— Undang Nomor 23 Tahun
2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kau
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

13 Peraturan Pemenntah Nomor 68 Tahun 2010
tertang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Inseniif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran

. Negara Republik indonesia Nomor 5161);

“i4.Peraturan Pemerintah’ Nemor 91 Tahun "2010

tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Qleh Wajib Pajak (Lembaran
HNegara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
- 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179)
15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

- Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas di
Llngkungan Pemerintah Daerah;;

F



- 16.Peraturan Bersama Menteri Keuarigan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.08/2010
dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan
Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerahe- -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
dan
BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKGTAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah. '
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adaiah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Buton Tengah.

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
yang selanjutriya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan

- Pengelola“ Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton

Tengah.

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, ofganisasi massa, "organisasi sosial politk, atau

. organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha fetap.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buton
Tengabh..

Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu
dibidang - perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan. : '

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau Badan vyang bersifat
memaksa berdasartkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk
ke}?erluan Daerah bagi sebesar—besamya kemakmuran
rakyat

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dar/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan
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untuk 'kegiatan " usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan. Bea

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
dibawahnya. ' A |
Bangunan. adalah konstruksi teknik yang ditanam ataw -
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman. '

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP

_ adalah harga rata-rata yang diperoleli dari transaksi jual beli
“'yang terjadi secara wajar,  dan bilamana tidak terdapat

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek iain yang sejenis, atau nilai peroléhan
baru, atau NJOP pengganti. - ]

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,. meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai. hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

' ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan

daerah. e B

Masa Pajak adalah suatu jangka waktu terientu, yang menjadi.
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor,dan
melaporkan pajak yang lerutang.

Tahun Pajak  adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu ‘'saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau

dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan =

Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

.. penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan

beg.amya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
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Surat Pemberitahuan - Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan ubjek Pajak Bumi.dan Bangunan .
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daeran. _
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah buki pembayaran atau penyetoran pajak yang -

telah dilakukar dengan menggunakan formulir atau telah:-
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat Lt

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. -
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya

disingkat SPPT adalah surat: yang digunakan untuk

memberitahukan besamya. Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. -
Surat Ketetapan Pajak - Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumiah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumiah pajak yang
telah ditetapkan. '
Surat Ketetapan Pajak Daerah WNihil, yang. se!anjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama bhesarnya dengan

‘jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah. surat. ketetapan pajak.yang-
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
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29.

30.

jumiah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

~8TPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau

sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, keselahan hitung, danfatau -
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam

‘peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang

terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat-

. Ketetapan Pajak Dasrah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalanh surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pembentahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapm Pajak Daerah Kurang.
Bayar Tambahar, Surat Ketetapan Pajsk Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan atau .pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peraditan pajak atas
" banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan

oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mergumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan Iaporan laba rugi untuk periode

- Tahun Pajak tersebut.
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keierangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara cbjektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

* perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah. Surat Teguran adalzh surat yang

 diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan

kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya..

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan
biaya penagihan pajak. | :

Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS

adalah Penyidik Pegawal Negeri Sipil tertentu yang diberi

_ wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan

- penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah

yang memuat ketentuan pidana. .

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
merncari- serta mengumpuikan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BABII s
NAMA. OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan hama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
Himiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

padan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha .
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 3

%(1) Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

{2)

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk Kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: ,

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang

merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunar
tersebut; '

b. jalan tol;

¢. kolam renang;

d. pagar mewah,

e. tempat olahraga;

f. galangan kapal, dermaga,
g. taman mewabh; ‘

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa

- minyak; dan -

i. menara.

11
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g.a. digunakan . oleh Pemerintah dan Daerah untuk

penyelenggaraan pemerintahan, _
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
~ umum di bidang ibadah, sousial, kesehatan, pendidikan dan
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk .
- memperoleh keuntungan, :
c. digunakan untuk kuburan, penmggalan purbakala, atau
yang sejenis dengan itu;- .
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
_taman. nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh
desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan. konsulat

(2)

berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
f. digunakan oleh badan ~atau perwakilan lembaga

internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan. _

Pasal 4

Subjek Pajak adaiah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
mempercleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh

manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.

12
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BAB il
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN
PAJAK

EERRmER b

‘ Pasal 5

|t

(1) ~Dasar penqenaan Pajak adalah NJOF. _
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak ada

*  daerah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan .
{  perkembangan wilayahnya, -

(3) Penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal b

‘Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan

‘sebesar Rp.10.000. 000 00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Waijib
Pajak.

Pasal 7

Tanf Pajak drtetapkan sebagan berikut:

a. untuk NJOP dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% {(nol koma satu persen) per
tahun;
untuk NJOP Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
"~ sampai dengan Rp. 1.000.C00.000,00 (satu milyar rupiah})
ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen)
pertahun;
untuk NJOP Rp. 1.000.000. 000 00 (satu milyar rupiah) keatas
ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.



W b

= Pasal 8

zBesarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara
-mengalskan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan
ndasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
»sebagazmana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
| Pasal 9

;Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Objek
. Pajak berada.

BABV
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah Tahun Pajak dengan jangka waktu 1 (satu)
- tahun kalender.

Pasal 51

 Saat yang menentukan Pajak yang terutang adalah menurut
_ keadaan objek pajak pdda tanggal 1 Januari.

14
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- BAB W
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Pendataan Pajak dilakukan dengan menggunakan SPOP.
SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani d )
an disampaikan kepada Bupati yang wilayah kefjanya meliputi
letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

. setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 13

Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.

Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal:

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {2)

tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara

tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran; dan

. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
termyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumiah

pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan
- oleh Wajlb Pajak

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

' Pasal I4 |
Pajak yang terutang dipungut berdasarkan SPPT..
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

by
!
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BAB Vil

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

: Baglan Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

Pembayaran Pajak ‘terutang oleh Wajib Pajak dilakukan
berdasarkan penetapan Bupati dengan menggunakan SPPT.
Pembayaran Pajak dilakukan di ‘Kas Daerah melalui Dinas
atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati. '

Setiap pembayaran Pajak dibefikesv tanda bukdti pembayaran
dan dlcatat dalam buku penerimaan.

Pasal 16

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah-
saat terutangnya pajak dan Selama-lamanya6 (enam) bulan
sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Waiib Pajak.

Bupati- atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga -sebesar 2%
(dua persen) sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
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(2)

~ Bagian Kedua
Penagihan

" Pasal 17

Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. Pajak dalam tahunan berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil - peneitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan / atau salah

hitung .

c¢. Waijib Pajak dikenakan sank5| adm|n|straS| berupa bunga

dan / atau denda

Jumiah kekurangan pajak terutanq dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)- ditambah dengan sanksi

adminisirative berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat

terutangnya pajak.

SKPD atau SPPT yang tldak atau kurang dibayar setelah

jatuh tempo pemibayaran dikenakan sanksi administratif

berupadenda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih
melalui STPD. |

Pasé‘l 18

(1) SPPT SKPD S"PD Surat Keputusan Pembetulan, Surat

QRS9 Trmasd et G frees 1

Keputusan, Keberatan, dan. Putusan Banding, yang
rmenyebabkan jumiah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam

jangka wakiu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

(2) Pajak yang.terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan

17
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. Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib
' Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

5 ) Penagihan "pajek dengan Surat Paksa ditaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan

u
H
a3

COHLEY R g

. BABIX.
KEBERATAN DAN BANDING

o Pasal 19

(1) Waijib Pa]ak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupatl
. atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
* a. SPPT;

h. SKPD,

c. SKPDKB;.
d. SKPDKBT;
e. SKPDLB;

f. SKPDN; dan

g. Pemotongan- atau pemungutan oleh pihak ket:gé

 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
~dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Kebheratan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau
pemungutan sebagaimana dimaksud vada ayat (1), kecuali jika
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena xeadaan di luar kekuasaannya.

-{4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak tetah membayar

" . paling sedikit sejumiah yang telah disetujui Wajib.Pajak.. .

_ {5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebaga|mana
" dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak

18
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, dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak

dipertimbangkan. B _ _ _

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupat_l

atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat

keberatan ‘melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan. ' '

Lo JDLT0 T TR

IR TRl )

Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberatan  diterima, harus memberi
keputusan atas Keberatan yang diajukan.

:(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya

‘pajak yang terutang. o

z(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah jewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

| iveney Hm\ﬁﬂmnﬂ’i‘lﬂﬂﬂfﬂl LR

Pasal_ 21 '

PR IR TN ol OELE G Tl L

= () Waijib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap kepuiusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

: (2) Permohonan Landing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia, dengan

alasan yang jelas dalam jangka''waktu 3 (tiga) bulan sejak

keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan

keberatan tersebut. )

¢(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban

membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

THOSERS || PR
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Pasal 22

(1) Jika pengajuan . keberatan atau permohonan banding

_——

(&

y

k]

()

(

L

dikabulkan sebagian atau seluruhnya; kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 {(dua puluh
. empat) bulan. - . ' - E
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasai sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan

sebagian, Wajib Pajak dikehai sanksi- administratif berupa
denda sebesar ‘50% (lima puluh persen) dari jumiah pajak
berdasarkan keputusan keberaian dikurangi dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,
sanksi adminisiratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak

-~ perdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran

PEMBETULAN, PEMBATA

pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

LAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS!

ADMINISTRATIF

Pasal 23

:(1) Atas permohonan Waijib Pajak atau karena jabatannya, Bupati

dapat membetulkan SPPT, ‘SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau

AR .
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STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dar/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah. -

Bupati dapat:

a.

e.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrative
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya; ..

. mengurangkan atau membatalkan’SPPT, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak

Jbenar;, . -
. mengurangkan atau membatalkan STPD; . :
. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

ditaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
vang ditentukan; dan -
mengurangkan - ketetapan pajak terutang berdasarkan

pertimbangan kemarnpuan membayar Wajib Fajak atau
kondisi tertentu objek pajak. ‘

Ketentuan lebih Ianjut‘ mengenai tata cara pengurangan atau

“i penghapusan sanksi -administratif dan pengurangan ateu

pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

: (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- BABX] .
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24. -

Atas. kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
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(2) Bupatl dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak’ diterimanya permchonan pengembalian kelebitian
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
“harus memberikan keputusan.

3y Apablla jangka waktu sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus. diterbitkan dalam Jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, Kelebihan -
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. '

(6) Jika pengembalian kelebihian pembayaran Pajak dilakukan

seteiah lewat 2 (dua) bulan, Bupatl ‘memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

{7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAS XIi
KEDALUWARSA
Pasal 25

{1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (fima) tahun terhitung sejak saat
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« terutangnya Pajak kecuall apabila Wajib Pajak melakukan
= tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

fp) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada -
= ayat (1) tertangguh apabila :

E a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau .

* p. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
© maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal * diterbitkan Surat Tegurar dan Surat. Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal penyampduan Surat Paksa

tersebut.

) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagalmana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pzizk dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan

belum melunasinya kepada Femerintah Daerah.

) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan

permohcnan angsuran atat penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Ml‘m SR T wIrnE

e )

Pasal 26

BT TR R L A TS

b Piutang Pajak yang tidak mungkln ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak

(1).

E) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.
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BABXI “: ..
PEMERIKSAAN

Pasal 27

1) Bupati berwenang melakukan pemenksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam
rangka .melaksanakan peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah. .

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: _

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang meinjadi dasarnya dar dokumen lain yang
bernubungan dengan cbjek Pajak yang terutang;

b. memberikan ' kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang- dianggap perlu dan memberikan bantuan
.guna kelancaran pemeriksaaii; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut. mengenai tata cara pemeriksaan Pajak

* diatur dengan Peraturan Bupati

 BABXIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan

. berpedoman pada peraturan ,peru.;dang -undangan yang
" berlaku.

'z.'.ﬁ
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BABXV

KETENTUAN KHUSUS

£

g Pasal 29

E .

1) Setiap pejabat dllarang memberitahukan kepada plhak fain

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya
oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekefrjaannya
untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundangundangan
perpajakan daerah.

2) Larangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) berlaku juga

LSRG RITIFY

¢ terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati - untuk
E membantu  dalam pelaksanaan ketentuan  Peraturan
t  Perundang-undangan perpajakan daerah.
g S - ' :
§3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
i (1) dan ayat (2) adaiah:
i a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau
. saksi ahli dalam cidang pengadilan; _
¢ b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati
£ untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga
E negara’ atau instansi Pemerintah yang berwenang
;§4 melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

\

} Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar

memberikan keterangan, memperiihatkan bukti tertulis dari atau
tentang Waijib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

} Untuk kepentingan pemeriksaan. di pengadilan dalam perkara
pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan. .
Hukum Acara Pidara dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat

. memberi izin tertulis kepada -pejabat sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada

.
Pren et p ) B I N ] lrzwwmnmw “RA WERH
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ayat (2), untuk memberikan dan memperhhatkan bukti tertulis
dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan
yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata

vyang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

[T %] EEMWIM‘&!IIF’ o
' S

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
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Pasal 30

H) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
I’ SPOPD atau mengisi dengan tidak .benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
meruglkan keuangan daerah dapat d|pldana dengan pidana
kurungan paling larna 1 (satu) tahun atau pidana denda paling

. banyak 2 (dua) kali jumiah Pajak terutang yang tidak atau .
kurang dibayar. '

) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampatkan
SPOPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

B) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat '
(2) adalah pelanggaran

crt o mm wmlEE PR AR e o
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o o . Pasal 31

deak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya -
pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhimya bagian Tahun
Pa;ak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

LT nrhimlﬂ' w
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Pasal 32

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana ‘dengar pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta
rupiah).

2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati vang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang
yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 {(dua) tahun:
dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh
.juta rupiah). .

(3) Penuntutan terhadap tindak pldana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya dilanggar.

§4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) sesuai dengan sifathya adalah menyangkut

kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Waijib Pajak,
karena ity dijadikan tindak pidana pengaduan.
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Pasal 33

Denda sebégaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat

(2), dan Pasal 32’ ay:nt (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan
Negara.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 34-‘

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

- Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang

. Hukum Acara.Pidana.

 (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

¢ ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 (3). Wewenang Penyidik sebagaumana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan

_. tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan

- yang- dilakukan sehubungan. dengan tindak pidana
: perpajakan Daerah, IR
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. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah;

. memeriksa . buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Liaerah;

. melakukan penggeledahan untuk; ‘mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen fain, serta melakukary --
penyitaar terhadap bahan bukti tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tmdak pidana di bidang perpajakan -
Daerah; -

. menyuruh berhentl dan/atau melarang seseorang

menlnggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa,

. memotret seseorang yang berkaltan dengan tindak pidana

perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa. sebagai tersangka atau saksi;

j-- menghentikan penyidikan; dan/atau
. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

'4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimuiainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melaiui Penyidik pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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 BAB XVIIi
KETENTUAN PENUTUP

%

. Pasal 35 .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupah

i+
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Pasal 36
peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal d:undangkan
Agar setiap-orang mengetahumya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah .ini dengan panempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Tengah. ,.
- Ditetapkan di Labungkari.
pada tanggal 2] Oktober 2016

BUPATI BUTON TENGAH,

LA ODE ALI AKBAR

Diundangkah di Labungkari
Pada tanggal 21 Oktober 2016

) W T

i
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

hinfl,

.t Drs. H. LA ODE HASIMIN, MM )
: Pembina Utama Madya, [V/d S
'NIP. 19591231 199103 1 059
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PENJELASAN
‘ ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. UMUM.

Tahun 2008 tentang Pajak Daerahi"dan Retribusi Daerah miaka
jenis Pajak Bumi dan . Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ditetapkan menjadi jenis. Pajak Kabupaten. Pajak Bumi dan

Bangunan .Perdesaan dan Perkotaan pada dasarnya merupakan

beban wajib pajak sehingga kegiatan pemungutannya harus dijaga
agar memberikan beban yang adil, maka untuk efektifitas

‘pelakqanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Il. PASAL DEMI PASAL T

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan

bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna

31
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ysaha berkebunan tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan
tanah yang menjadi wulayah usaha pertambangan.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

gy e e

Ayat (3)

Huruf &

1 Gukup jelas.

E Huruf b '

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoieh

keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk
melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk

mencari keuntungan. Hai ini denat” diketahui antara lain dari

= anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan

5 * yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan,

g dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah

£ hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan
iperundang undangan. -

E Huruf ¢

E Cukup jelas.

E Huruf d

8 Cukup jelas.

£ Hurufe

£ Cukup jelas.

* Huruf f

£ Cukup jelas.
Pasal 4

uukup jelas
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ayat (1)
>enetapan NJOP ‘dapat dilakukan dengan:

mﬂ perbandingan harga dengan objek’ lain yang sejenis, adalah

Wi ﬁﬁwiﬁﬁmﬁmﬂw

"
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suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek
-pajak dengan cara membandingkannya dengan cbjek pajak
lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya
sama dan telah diketahui harga jualnya.

nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metade
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung -
seluruh biaya yang dikeluarkan .untuk memperoleh objek
tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan
penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut.

nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode

penentuan nilai jual suatti objek pajak yang berdasarkan pada
hasii produksi'objek pajak tersebut.

o

o

Ayat (2) |
Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. .

Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya
mengakibatkan kenaikan NJOP ‘yang cukup besar, maka
penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun _gekall

Ayat (3) | |
Cukup jelas. o v

Pasal §

Yang dimaksud dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
adalah besaran jumlah sebagai pengurang dari Nilai Jual Bumi dan

_Bangunan untuk mendapatkan Nilai Jual Kena Pajak.
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Contoh :

1. Nilai Jual Bumi dan Bangunan  Rp. 10.000.000,00
Batas Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena pajak :_Rp. 10.000.000,00
Nilai Jual Kena Pajak (MJKP) : Rp. NIHIL

2. Nilai Jual Bumi dan Bangunan "~ : Rp. 25.000.000,00 .-
Batas Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena pajak :_Rp. 10.000.000,00
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) “: Rp. 15.000.000,00

Pasal 7

cukup jelas

Pasai § _

' Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi
teflebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp

- 10.000.000,- ’sepuluh Ju;a rupiah).
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Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:
% - Tanah seluas 800 m2 dangan harga jual Rp300.000,00/m2;

o

- Bangunan seluas 400 m2 dengan nitai jual Rp350.000,00/m2;...
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2;

' . Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengah
. nilai jual Rp175.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang .adalah sebaga: berikut:

1 NJOP Bumi 800 x Rp.300. 000 0
2 NJOP Bangunua

n

Rp. 24000000,00

A Rumah dan garasn 7 .
400 x Rp. 350.000.00 .= Rp. 140.000.000,00
B Taman ,
. 200 x Rp. 50.000,00 ° .= Rp.  10.000.000,00
C Pagar i
(120 x 1,5) x Rp. 175.000,00 = Rp.  31.500.000,00

Total NJOP Bangunan = Rp. 181.500.000,00

_Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak . = Rp.  10.000.000,00

Nilai Jual Bangunan Kena Pajak ' = Rp.

= 171.500.000,00
3 Nilai JualObjek Pajak kena Pajak ‘
4 Tarif paiak efektif yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah 0,1 %
5 PBBterutang:0,1%xRp. 411.500.000,00 = Rp. 411.500,00
* 35
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pPasal 9

| cukup jelas

pasal 10
cukup jelas

pasal 11
cukup jelas

pPasal 12 .
cukup jelas

pasal 13~
cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2) -

Yang dimaksud dengan ’dilarang diborongkan® adalah bahwa
seluruh proses kegiatan _pemurgutan Pajak tidak dapat
dikerjasamakan dengan pihak  ketiga yang meliputi kegiatan
penghitungan besarnya Fajak terutang, pengawasan penyetoran
Pajak, dan penagihan Pajak.

Pasal 15
Cukup Jelas .

Pasai 16
SukUp jelas

Pasal 17
cukup jelas
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| Pasalts.
cukup jelas
3 Pasal19
2] Ayat (1) :
; - Yang dimaksud dengan Surat Keputusan Pembetulan
. adalah surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,

kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan
Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat '

_ Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan
Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak,
atau Surat Keputusan Pemberian imbalan Bunga.

- Yang dimaksud dengan Surat Keputusan Keberatan adalah
surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan
pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oieh
pihak ketiga yang diajukan oleh Waijib Pajak.

. - Yang dimaksud dengan Putusan Banding adalah putusan

badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

. Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Waijib Pajak.

Ayat (2)
cukup jelas
Ayat (3)
cukup jelas
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Pasal 20

cukup jelas

‘Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22 .
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

. Pasal 27

cukup jelas

Pasai 28
cukup jelas
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-Pasal 29

Ayat (1)

-.- Pemberian insentif kepada Instansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud ayat ini secara prporsional dapat diberikan kepada
pemungut Pajak - Bumi dan -Bangunan pada tingkai
desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desallurah dan
camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan. oleh Instan31
Pelaksana Pemungut Pajak.

-. Yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah pencapaian
target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkar
dalam Anggaran Pendapatan dan.Belanja Daerah yang
dijabarkan secara trrwulanan dalam Peraturan Bupat:

Ayat (2)
cukup jelas
Ayat (3)
cukup jelas

" Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

: c:ukup jelas -

Pasal 32
Ckup jelas

Pasal 33
cukup jelas

Pasal 34
cukup jelas
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" Pasal 35
cukup jelas

Pasal 36
cukup jelas

Pasal 37 -
cukup jelas

LAMPIRAN DAERAH NO:10 (10/82/2016)




